
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 97 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 

2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 272 ayat 
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah 
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan 
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 
urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi 
setiap Perangkat Daerah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penetapan
terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah di
Lingkup Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;

SALINAN

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR



 

 

 
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 859); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679) ; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. 



 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 

2021-2026. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk  

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan 

berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Daerah adalah Daerah Kota Surabaya. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

7. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil 

Walikota. 

 
 

BAB II 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH 

 
Pasal 2 

 
(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen 

perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. 

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat program dan 

kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah. 

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. 

(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. 

 



Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN; 

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH; 

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH; 

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN; 

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN 

h. BAB VIII : PENUTUP. 

(2) Penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026 beserta pagu indikatif tersebut dalam lampiran 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(3) Penjabaran Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala 

Perangkat Daerah. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal 24 September 2021 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 24 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 97 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006 


